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PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesta mempunyai sistem peradilan
dan cenw penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen
adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupekap bagian yang tidak dapat
dipisashkan antar satu dengen lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang
terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan
keterkaitan dezgan komponen-komponen lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah meogahe secara
lebih rinci temsang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik
Indonesia dalam kaitannya dengan pioses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
serta melaksapakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipi! tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 buticr i KUHAP disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi
negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diber
wewenang khusus oleh undang.undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasamya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagsimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubtik
Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta
terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban

aasyarakat dalam rangka terpelibaranya keamanan dalam negeri, terselenggaranya
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fungsi pertahanar kcamanan negara, dan tercapaipya tujuan nasional dengag
menjunjung tinggi hak aaasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
penegakan bukum, perlindungan dan peiayanan masyarakat serta pembimbingan
masyarakat dalam rangks terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.'

Fungsi kepolisian sebagaimans disebutkan sangat memungkinkas terjadinya
kesalahon dalam wenjalankan tugasnya. Terlebib-febib polisi dalam menjalankan
fugasnys dibelmli dengan senjata api. Sehingga dari bubungan antara kepolisian
dengan senjata api maka dapat terjadi salah tembak yang merugikan masyarakat luas.

Diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya
scbagai institusi konvensional. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik
dengan (orde baru) masib juga muncul. Profesionalisme kepolisian masih belum teruji
dan fungsipya sebagai epars) penegak hukum dan penjaga keamanan Pedahal pasca
reformasi sektor kcamanan-pertahanan, masyarakat sangat berharap iastitusi ini bisa
mengambi] peran penting dan straregis yang sesunggubnya, SayangDya kiner)g
kepolisizn belum memenuhi harapan masyarakat. ?

Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk persolan penting yang bisa
mengidikasikap bahwa: Pertama, Mutu anggota Polri yang masih minim akibat proses

sefeksi dan pelstihap hanya sedikit perhatiannya padas norma Hak Aasasi Manusia

! Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepalisian df [ndanesia, Prosasi Pustika, Jakara, 2005, hal.
§s.
2 fbid., had. 57.
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Pelatihan pepggunaan senjata api terus divvamakan mengabaikan pelatihan skil lain.
Kedua kultur "mileteristik” yaitu dengan mengedepankan metode kekerasan masih
sulit diubah dalam kepolisian yang sudah menjadi institusi sipil. Kebutuhan publik
akan fimgsi kepolisian sangat berbeda dengan peran militer.

Belum tampak perubahan yang nyata dasi watak militenstik yang tnheren
sejak masa orde banu. Kekerasan dan praktek pelanggaran Hak Asasi Manucia antara
lain pemyiksasn, genangkaganp dan penshanan sewenang-wenang, dan lain-lain masih
melekat pada institusi ini. Polisi menjadi coavoh nyata dari paradoks pemegakan
hukum, dimana mereka sebagai penegak hukum tidak mengurang) kejahsten dan
kekerasan, npamun justru menambahkannya. Suatu kondisi yang menyedthkan, dimana
aparat Kepolisian yang dikenal sebagai penegak hukum justru melanggamya ketika
mercka menegakkan hukum yang mereka yakini Ketiga ainimnya kontrol eksternal
terhadap énsttusui kepolisian. Untuk yang lerahir im1 misalnya, polisi reengedepankan
mekanione penyelesaian internal bila mendagati anggotanya melakukan suaty
kejahatan Pasca pemisahan kepolisian dengan TNI belum menjawab persoalap
apakab polisi bisa dikontro]l secara efektif Sejauh ini menguatkan posisi kepolisian
Republik Indonesia tidak diimbangi oleh akuntahilitasnya.’

Salah tembak dapat dimungkinkan oleh suatu keadasn sewaktu kepolisian
menjalankan tugasnya. Dimisalkan idemifikazi pelaku kejahatan yang kurang jelas

sehingga seseorang yang disangkakan telah melakukao tindak pidana temyata tidak
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ecpat Salahnya identifikasi tersebut dapat meagakibatkan teijadinya salah tembak
spabila dalam peaangkapan yang dilakukan polisi bertindak refresif dan kurangnya
kerjasama yang diberikan oleh pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana.
Salsh tembak dapat juga terjad: tatkala kepolisian bersikap kurang profesional dalam
exmjalankan tugasnya Seperti melepaskan temmbakan di khalayak ramai.

Scbagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, maka tndakan salah
embek vang dilakukan oleh kepolisian tentunya diancam dengan sanksi pidana kareas
mengwkan kejahatan terhadap jiwa Selain diancam sanksi pidana pelaku satah
@embak juga diancam dengan sanksi hukuru disiplin yang berlaku di lingkungan
kepolisian.

Untuk melengkapi pembahasan atas judul penelitian ini maka akan
&ketengahkan putusan Pengaditan Negeri Binjai No. 239/Pid.B/2007/PN.Bj. langga)
27 Agwsus 2007. Diketengahkan kasus salah sembak tersebut adalah sebagei bahan
perbandingan terhadap pembahasan yang akan dilakukan, baik itu untuk melihat éaktor
yang menyebabkan terjadinya salah tembak dan ancaman pidana yang dapat
dkenak=p kepada pelaku.

Peristiwa salah tembak tersebut terjadi di Jalan Sudirman Kota Binjai, tatkala
petugas Polri yang sedang bertugas waktu itu berupaya untuk menghentikan sebuah
tendamsp yang disangkakan terkait dengan suatu tndak pidana. Setelah dilakukan
oxsexhy penembaksn maka pelaku salah tembak mengarahkan tembakannya pada
ewd) yang akan dibentikan tetapi temyata aiah tembakao meleset dan mengenai

mmsvarabmt
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A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang digjukan dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Korban

Salah Tembak Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Peneadilan Negeri Binjai)™.

Sebelum lebih jauh masuk ke dalam pembahasap maka berikut ini akan

diuraikanp pengertian dan penegasan judul, yaitu:

1.

Perlindungan adalah suatu bemtuk pelalganaan perlindungan hukum terhadap
masyaraka).

Korban adalah pihak yang menderita akibat suatu perbuatan pidana. ¢

Pada kajian ini korban yang diinaksudkan adalah korben diakibatkan oleh
peristiwa salah tembak kepolisian yang mengakibatkan iukanya korban babkao
sampai matinya korban. .

Salah tembak adalah terjadinya perembakan yang tidak sesuai dengan target.

Oieh Anggota Kepolistan adalah menjelaskan pelaku salah tembak tersebut adalah
polisi. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
teatang Kepolisian republik Indonesia adalah sehala hal-hal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan peraturan peruodang-undangan.

Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai adalah lokasi dari penetitian dilakukan.

Berdasackan pengertian judul di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan

skripsi ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat

JCTSnnomogkzr dick, Kamus Hihum, Sicar Gaafids, jakarta, 2009, bal., 3
* Ovpar®men Peadidileo Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesic, PN. Balsi Pustalm,

Sk, 2009, belzoan 456.
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